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Abstrak. Kota Palopo merupakan salah satu kota PKW di Provinsi Sulawesi Selatan. 
Pada tahun 2017 mendapat kriteria baru sebagai “Kawasan perkotaan yang berada di 
pesisir yang berpotensi atau mendukung ekonomi kelautan nasional”. Ekonomi 
kelautan merupakan semua aktivitas ekonomi yang bergatung pada semua produk 
hasil kelautan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa pengembangan 
sektor perikanan dalam mendukung peran Kota Palopo sebagai PKW. Metode yang 
digunakan adalah metode LQ untuk menganalisis sektor perikanan sebagai sektor 
basis ekonomi kelautan Kota Palopo, serta metode deskriptif kuantitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Kota Palopo memiliki sumberdaya perikanan berupa 
perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Hasil perikanan tangkap Kota Palopo 
juga datang dari beberapa daerah. Kegiatan ini menunjukkan adanya hubungan 
antara Kota Palopo dengan wilayah atau kabupaten/kota PKW lainnya untuk 
kegiatan distribusi barang khususnya produk hasil perikanan. Untuk 
mengembangkan sektor perikanan tangkap dibutuhkan sarana penunjang, serta untuk 
perikanan budidaya juga dibutuhkan lahan yang berpotensi untuk dikembangkan agar 
hasil dari produk perikanan dapat melimpah dan nilai produksinya meningkat 
sehingga akan berdampak pada ekonomi kelautan Kota Palopo. Dengan demikian, 
dibutuhkan kajian untuk mengetahui seperti apa pengembangan sektor perikanan 
dalam mendukung peran Kota Palopo sebagai PKW. 
Kata kunci: Sektor Perikanan, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), analisis LQ 
 
 
1. PENDAHULUAN 
Kota Palopo merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Palopo adalah 
kawasan perkotaan yang berada di pesisir dan memiliki sumber daya kelautan. Sebelah timur Kota 
Palopo adalah wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone yang merupakan kawasan 
andalan laut (tahap pengembangan). Kota ini juga merupakan salah satu pusat kegiatan wilayah 
(PKW) yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan (PP No. 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas PP 
No. 26 tahun 2008 tentang RTRWN). 
Pada tahun 2017, terdapat penambahan baru untuk kriteria PKW, yaitu “Kawasan perkotaan yang 
berada di pesisir yang berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional”. Ekonomi kelautan adalah 
semua aktivitas ekonomi yang bergatung pada semua produk hasil kelautan. Penambahan kriteria 
tersebut belum diatur dalam Perda dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kota Palopo. Kota Palopo hanya memiliki sektor perikanan sebagai sektor basis dalam ekonomi 
kelautan, sehingga diperlukan kajian pengembangan sektor perikanan Kota Palopo yang dapat 
mendukung peran tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa pengembangan 
sektor perikanan dalam mendukung peran Kota Palopo sebagai PKW. Studi ini juga memfokuskan 
pada pengembangan industri dan infrastruktur yang mendukung sektor perikanan Kota Palopo untuk 
pemenuhan perannya sebagai PKW. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Sistem Kota 
Sistem kota dapat terbentuk kar itu, sistem perkotaan dapat terbentuk oleh adanya 
pemusatan/aglomerasi antara kota inti dengan wilayah sekitarnya yang memiliki objek fisik 
(permukiman perkotaan) serta aliran dan keterkaitan yang muncul karena adanya pemusatan kota-kota 
besar, menengah, kecil (Kustiwan, 2007). 
Kegiatan tersebut akan menggambarkan kota sebagai pusat koleksi atau distribusi komoditas yang 
ukurannya berbeda-beda bergantung pada jumlah penduduk, fungsi serta interaksinya, sehingga dapat 
memunculkan keterkaitan kota dalam suatu sistem kota. 
 
2.2 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) 
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan bagian dari sistem perkotaan nasional yang mempunyai 
kriteria dan hirarki pelayanan tertentu. PKW merupakan kawasan perkotaan yang difungsikan untuk 
melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota yang didukung dan dilengkapi dengan 
jaringan prasarana wilayah yang tingkat pelayanannya disesuaikan dengan hierarki kegiatan dan 
kebutuhan pelayanannya (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
RTRW Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2029). 
PKW memiliki empat kriteria, yaitu: 1) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai 
simpul kedua kegiatan ekspor impor yang mendukung PKN; 2) Kawasan Perkotaan yang berfungsi 
atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa 
kabupaten; 3) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang 
melayani provinsi atau beberapa kabupaten; 4) Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang 
berpotensi atau mendukung ekonomi kelautan nasional. 
 
2.3 Ekonomi Kelautan 
Ekonomi kelautan adalah aktivitas ekonomi yang semua kegiatannya bergantung pada semua produk 
laut, dalam hal ini sumber daya kelautan menjadi input untuk industri pengolahan tertentu (Kildow, 
2009). Konsep ekonomi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi  tetap 
memperhatikan kelestarian lingkungan laut dan wilayah pesisir (World Bank, 2017). Dewan Kelautan 
Indonesia mengelompokkan ekonomi kelautan menjadi enam sektor, yaitu perikanan, perhubungan, 
wisata bahari, energi dan sumber daya kelautan, jasa kelautan, serta industri kelautan dan non 
kelautan. 
Dalam hal ekonomi, kegiatan pembangunannya haruslah dapat membuahkan pertumbuhan 
ekonomi serta penggunaan sumberdaya dan investasi secara efisien; secara ekologis dapat 
mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan serta konservasi sumber 
daya alam; secara sosial, dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan serta pemberdayaan 
masyarakat (Dio dan Pieter, 2014). 
 
2.4 Perikanan 
Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber 
daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran yang 
dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis (UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 
tentang Perikanan). 
Sumber daya perikanan merupakan sumber daya yang dapat diperoleh melalui dua media, yaitu 
perikanan tangkap (perikanan laut) dan perikanan budidaya. Sumber daya perikanan laut secara umum 
dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok (Ningsih, 2005 dalam Doddy, 2011), yaitu: sumber 
daya ikan demersal, sumber daya ikan pelagis, sumber daya ikan pelagis besar, serta sumber daya 
udang dan biota laut non ikan lainnya. 
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3. METODE PENELITIAN 
Untuk mendukung penelitian ini dibutuhkan data dan informasi yang diperoleh melalui pengumpulan 
data dari beberapa sumber. Data primer didapatkan melalui observasi visual (survey lapangan) dengan 
bantuan kamera, sedangkan data sekunder didapatkan dari beberapa instansi terkait berupa bahan-
bahan hasil kajian. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode LQ Analysis (Location Quotient) dan 
analisis kuantitatif. Rumus LQ adalah: 
 
Eij / Ej 
LQ = 
      Ein / En 
  
 
Hasil analisis dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: jika LQ > 1 adalah sektor basis, LQ <1 
adalah sektor non basis, serta LQ = 1 adalah sektor hanya dapat memenuhi kebutuhan daerah itu 
sendiri. Analisis LQ digunakan untuk melihat sektor-sektor yang unggul atau memiliki prospek untuk 
diekspor (Tarigan, 2012), sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung pengoptimalan 
penggunaan potensi lahan budidaya. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Sektor Perikanan Sebagai Sektor Basis Ekonomi Kelautan Kota Palopo 
Terdapat tujuh sektor dalam ekonomi kelautan, yaitu sektor perikanan, pariwisata bahari, 
pertambangan dan energi kelautan, industri maritim, transportasi laut, bangunan kelautan, serta jasa 
kelautan. Dari ke tujuh sektor tersebut, yang berkontribusi untuk ekonomi kelautan Kota Palopo 
adalah sektor perikanan. 
Tabel 1. Nilai LQ Sektor Perikanan Kota Palopo 
 2015 2016 
Eij 526,821,949.68 509,984,736.29 
Ej 4,140,236,000.45 4,429,426,000.15 
Ein 18,089,863,000.68 19,668,380,000.86 
En 250,758,284,000.20 269,338,548,000.59 
Eij/Ej 0.12724443 0.11513563 
Ein/En 0.07214064 0.07302475 
LQ 1.76 1.58 
 
Nilai LQ perikanan menunjukkan 1,76 pada tahun 2015 dan 1,58 pada tahun 2016. Angka 
menunjukkan penurunan namun nilainya masih >1 sehingga dapat dikategorikan subsektor ini dapat 
memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan dapat diekspor ke luar daerah. Dari hasil perhitungan tersebut 
menunjukkan posisi sektor perikanan pada tahun 2016, sektor perikanan merupakan sektor terbesar 
keempat setelah pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, kemudian jasa keuangan, 
serta administrasi pemerintahan. 
 
4.2 Hasil Produksi Sektor Perikanan dan Wilayah Distribusi Hasil Produksi Sektor Perikanan 
Produk kelautan Kota Palopo adalah hasil dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Total 
komoditas dari hasil perikanan adalah 41 komoditas (37 komoditas perikanan tangkap dan 4 
komoditas perikanan budidaya). Total hasil produksi perikanan Kota Palopo sebesar 133.192,91 ton 
dengan total nilai produksi sebesar Rp577.930.715.000,00. Potensi perikanan budidaya lebih besar 
dibandingkan dengan perikanan tangkap.  
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Perikanan budidaya lebih tinggi dibandingkan dengan perikanan laut. Perikanan budidaya 
mencapai 87,3% dari keseluruhan sedangkan perikanan tangkap hanya sebesar 12,7%. Produksi 
terbesar dari perikanan budidaya adalah rumput laut (jenis Gracillaria dan Cottonii) yang memiliki 
persentase 97,65% dari hasil total perikanan budidaya atau 85,2% dari hasil total produksi perikanan. 
Jika dengan hasil kelautan yang melimpah seperti ini dan pengelolaan terus dilakukan, maka akan 
menciptakan industri berbasis perikanan yang terus tumbuh dan berdampak pada peningkatan nilai 
pendapatan daerah. 
Sebagai salah satu pusat tempat pendaratan ikan di Sulawesi Selatan, ikan yang didaratkan di TPI 
Kota Palopo tidak hanya berasal dari tangkapan nelayan lokal tetapi juga datang dari beberapa daerah 
lain seperti Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Bone, 
Kabupaten Bulukumba serta Kota Pare-pare. Berikut tabel volume produksi hasil perikanan tangkap 
kota Palopo yang berasal dari luar pada tahun 2013-2016. 
 
Tabel 2. Hasil dan Pemanfaatan Produksi Perikanan Tangkap Kota Palopo 
Tahun 
Hasil Perikanan Tangkap 
Kota Palopo (ton) 
Total 
Pemanfaatan Hasil Perikanan Tangkap 
Kota Palopo (ton) 
Total 
Hasil Kota 
Palopo 
Hasil dari 
Luar Kota 
Palopo 
Jumlah 
Konsumsi 
perikanan 
tangkap 
Jumlah 
Distribusi 
dalam 
Provinsi 
Jumlah 
Ekspor 
Keluar 
Provinsi 
2013 10.280,50 2.647,08 12.927,58 2.843,37 7.883,12 2.201,09 12.927,58 
2014 10.276,30 5.814,70 16.091,00 3.786,11 7.951,27 4.353,62 16.091,00 
2015 14.769,00 7.268,12 22.037,12 6.398, 99 11.896,88 3.741,25 22.037,12 
2016 14.861,60 10.174,95 25.036,55 6.697,3 14.672,16 3.667,09 25.036,55 
 
Pemanfaatan hasil perikanan Kota Palopo tidak hanya diperuntukkan untuk konsumsi dan 
distribusi antarkota (dalam provinsi), namun juga diekspor ke luar provinsi atau beberapa kota di 
Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.  
Gambar 1. Peta Hasil Perikanan Tangkap Kota Palopo 
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Hasil perikanan yang diekspor ini sebagian berupa bahan baku yang dibekukan dan sebagian hasil 
olahan. Kegiatan ini menunjukkan bagaimana Kota Palopo dapat memenuhi perannya sebagai 
kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor.  
Jika Kota Palopo mengembangkan industri pengolahan ikan, hal ini akan dapat menjadikan Kota 
Palopo sebagai pusat tujuan distribusi ikan segar di Sulawesi Selatan. Dengan demikian, kegiatan ini 
tidak hanya menguntungkan Kota Palopo sendiri tetapi juga daerah-daerah pesisir lainnya di Sulawesi 
Selatan yang memiliki sumber daya ikan yang melimpah. 
Sistem kota-kota akan terbentuk jika kota-kota tersebut memiliki infrastruktur, faktor lokasi, serta 
penduduk sehingga secara fungsional akan dapat digambarkan dengan orientasi pemasaran secara 
geografis. Kota sebagai pusat koleksi atau distribusi komoditas, ukurannya akan berbeda-beda 
bergantung pada jumlah penduduk, fungsi serta interaksinya yang nantinya dapat memunculkan 
keterkaitan kota dalam suatu sistem kota. 
Kota Palopo sebagai kota inti dan hinterlandnya meliputi Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara 
dan Kabupaten Toraja Utara. Hasil perikanan Kota Palopo didistribusikan ke daerah-daerah 
hinterlandnya dan beberapa daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian pula sebaliknya 
Kota Palopo juga menerima hasil perikanan dari beberapa daerah yang juga mempunyai hasil 
perikanan yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan di provinsi. Bentuk kerjasama lainnya dalam 
pengembangan sektor ini adalah aktifnya kegiatan promosi hasil produk perikanan yang dilakukan di 
luar daerah Provinsi Sulawesi Selatan, seperti Manado, Batam, hingga Jakarta. Kegiatan ini 
menunjukkan adanya hubungan antara Kota Palopo dengan wilayah atau kabupaten PKW lainnya 
untuk kegiatan distribusi barang. Kegiatan ini juga didukung dengan adanya simpul-simpul 
transportasi yang menghubungkan antar wilayah. 
 
 
Gambar 2. Peta Aliran Barang Hasil Produk Perikanan 
 
 
4.3 Prasarana dan Sarana Pendukung Untuk Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan 
Untuk pemasaran produksi hasil perikanan dibutuhkan infrastruktur yang memadai. Ketersediaan 
jaringan jalan berpengaruh pada kelancaran pendistribusian produk hasil kelautan. Dari hasil observasi 
lapangan ditemukan bahwa akses masuk menuju TPI sudah memiliki jalan lingkungan dengan kondisi 
baik dengan lebar jalan ±3m. Jalan ini terhubung dengan jalan kolektor yang menuju ke pelabuhan 
ataupun ke luar menuju pusat kota. Rencana Jalan Lingkar Timur akan terhubung dengan jalan yang 
mengarah masuk ke kawasan pelabuhan dan kawasan PPI. Ujung jalan ini akan bertemu dengan jalan 
arteri (jalan provinsi) yang menghubungkan antarkota. Untuk ujung jalan bagian utara akan langsung 
 
 
 
 
 
 
128 
 
 
PROSIDING 
SEMINAR NASIONAL PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA BERKELANJUTAN 
2019 
 
mengakses ke KIPA, sementara ujung jalan bagian selatan juga akan terhubung dengan Jalan Lingkar 
Barat. 
Untuk menunjang kelancaran aktivitas di bidang perikanan tangkap, maka diperlukan prasarana 
penunjang. Prasarana penunjang perikanan tangkap yang ada di Kota Palopo adalah Tempat 
Pelelangan Ikan (TPI). Prasarana ini berfungsi menjadi tempat kapal atau perahu nelayan yang akan 
melakukan bongkar muat hasil perikanan. 
 
 
Gambar 3. Peta Simpul Transportasi yang Mendukung Pendestribusian Produk Perikanan 
Kota Palopo 
Kota Palopo memiliki empat industri pengolahan hasil perikanan. Terdapat dua industri yang berada di 
Kecamatan Wara Selatan dengan kegiatan pengolahan utama adalah industri pengolahan rumput laut 
dan produk utamanya seperti rumput laut kering. Satu industri pengolahan terletak di Kecamatan Bara 
dengan produk utama rumput laut kering, serta satu industri lainnya berada di Kecamatan Wara Timur 
dengan kegiatan pengolahan utamanya adalah industri hasil perikanan tangkap.  
Pengembangan industri perikanan tangkap dalam bidang pengolahan ikan, perlu memperhatikan 
keberlanjutan bahan baku. Volume produksi perikanan tangkap di Kota Palopo meningkat setiap 
tahunnya karena terdapat beberapa daerah penyuplai ikan menjadi salah satu indikator positif untuk 
pendirian industri pengolahan ikan di Kota Palopo. Dalam RTRW Kota Palopo juga terdapat rencana 
Kawasan Industri Palopo (KIPA) yang terletak di Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua. 
Kawasan ini merupakan kawasan untuk pendukung hasil produksi pertanian, perikanan, perkebunan, 
serta peternakan dari Kawasan Andalan Palopo. 
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Gambar 4. Peta Sebaran Industri Pengolahan Perikanan Kota Palopo 
 
4.4 Potensi Pengembangan Lahan untuk Sektor Perikanan 
Potensi lahan untuk perikanan budidaya di Kota Palopo terbagi menjadi empat, yaitu tambak, mina 
padi, kolam, serta laut. Total potensi lahan tambak seluas 1.566,5 ha yang tersebar di lima kecamatan, 
untuk mina padi dengan total 184,6 ha hanya tersebar di dua kecamatan, demikian pula potensi 
budidaya kolam tersebar di dua kecamatan dengan luas total 254,2 ha, serta potensi budidaya laut 
sebesar 1.830ha. 
Potensi untuk perikanan budidaya seluas 3.835,3 ha. Namun, pemanfaatan eksisting hanya sebesar 
1.602,75 ha atau 42% dari luas potensi keseluruhan. Dengan pemanfaatan sebesar itu, pada tahun 2017 
hasil budidaya perikanan mencapai 116.271,01 ton. Hasil produksi terbesar perikanan budidaya adalah 
rumput laut, dan jika pemanfaatan lahan untuk budidaya rumput laut dioptimalkan, maka dapat 
mencapai hasil maksimal seperti diperlihatkan pada tabel 3. 
 
Tabel 3. Potensi Produksi Rumput Laut Kota Palopo 
No 
Jenis Rumput 
Laut 
Produktivitas 
(kg/ha) 
Luas 
Potensi 
(ha) 
Volume 
Produksi total 
(kg) 
Nilai Produksi 
Total (Rp.000) 
1 Gracillaria 38.106,73 421,40 96.349.056 192.698.112,00 
2 Cottonii 11.251,32 1.050 70.883.316 212.649.948,00 
 Jumlah  1.462,4 167.232.372 405.348.060,00 
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2018 
 
Jika lahan atau media untuk budidaya rumput laut dioptimalkan sesuai potensinya, maka volume 
produksi total yang akan diperoleh adalah 167.232.372 kg atau 167.232.372 ton dengan nilai produksi 
sebesar Rp405.348.060.000,00 dengan nilai produksi RL Cottonii lebih tinggi dibandingkan nilai 
produksi RL Gracillaria. Hal ini karena harga RL Cottonii lebih tinggi dibandingkan RL Gracillaria, 
sehingga nilai produksi totalnyapun dapat lebih tinggi. 
 
4.5 Usulan Program Pengembangan Sektor Perikanan Kota Palopo 
Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengembangan sektor perikanan, maka rekomendasi yang 
diusulkan kepada pemerintah daerah Kota Palopo agar sektor perikanan dapat berkontribusi lebih 
besar terhadap perekonomian daerah diperlihatkan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Usulan untuk Pengembangan Sektor Perikanan 
Usulan Rincian 
a. Pengembangan 
Perikanann Tangkap 
Pengembangan dan pengembalian fungsi industri pengolahan 
ikan di Kecamatan Wara Timur, tepatnya di kawasan PPI, 
seluas 0,4 ha. Areal industri yang awalnya diperuntukan untuk 
pengelolaan perikanan kini dijadikan sebagai gudang rumput 
laut. 
b. Pengembangan 
Perikanan Budidaya 
Pengoptimalan  pemanfaatan  potensi  lahan  yang  ada  di 
wilayah  pesisir  untuk  budidaya    rumput  laut  Gracillaria 
(tambak)  dengan  luas  421,4  ha  di  Kecamatan  Bara  dan 
budidaya  rumput  laut  Cottonii  (laut)  seluas  1.050  ha, 
sehingga  hasil  produksi  yang  diperoleh dapat  mencapai 
167.232,372 ton seperti hasil analisis. 
c. Pengembangan 
Prasarana Pendukung 
Pengembangan jalan lingkungan di kawasan PPI dari jalan 
lingkungan menjadi jalan lokal sekunder yang lebarnya > 5 
m untuk mempermudah akses aliran barang yang langsung datang atau 
ke luar PPI melalui jalur darat. 
 
5. SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian, simpulan yang diperoleh adalah: 
a. Sektor perikanan merupakan sektor basis ekonomi kelautan Kota Palopo. Nilai LQ perikanan 
menunjukkan 1,76 pada tahun 2015 dan 1,58 pada tahun 2016, ini berarti komoditi dari sektor 
perikanan dapat memenuhi kebutuhan daerahnya dan dapat diekspor. 
b. Total hasil produksi perikanan Kota Palopo sebesar 133.192,91 ton dengan total nilai produksi 
sebesar Rp577.930.715.000,00. Hasil perikanan Kota Palopo didistribusikan atau dipasarkan ke 
Makassar, Pare-pare, Masamba, Toraja, Enrekang, Sengkang, Soroako, Soppeng, Pinrang, 
Luwu Timur dan Luwu utara. Hasil produksi kelautan juga dipromosikan di beberapa daerah 
seperti Makassar, Manado, Batam, hingga Jakarta. 
c. Akses masuk menuju PPI/TPI sudah memiliki jalan lokal dengan kondisi baik dan lebar jalan 
±3m. Jalan ini terhubung dengan jalan kolektor yang menuju ke pelabuhan ataupun ke luar 
menuju pusat kota dan terdapat rencana pengembangan ruas Jalan Lingkar Timur sepanjang 20 
kilometer. Sarana penunjang adalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI), juga terdapat empat 
industri pengelolaan hasil perikanan yang terletak di Kecamatan Bara, Wara Timur dan Wara 
Selatan. 
d. Potensi pengembangan lahan adalah untuk pengembangan budidaya rumput laut. Potensi lahan 
untuk RL Gracillaria seluas 421,40 ha di tambak dan RL Cottonii seluas 1.050 ha di laut, 
sehingga jika pengembangan potensi lahan ini dioptimalkan maka volume produksi rumput laut 
total menjadi 167.232.372 ton dan nilai produksinya sebesar Rp405.348.060.000,00 
e. Rekomendasi yang diusulkan adalah: pengembangan perikanan tangkap; pengembangan 
perikanan budidaya; serta pengembangan prasarana pendukung pengembangan jalan 
lingkungan di kawasan TPI. 
Jika dengan hasil kelautan seperti ini dan terus meningkat serta pengelolaan terus dilakukan, maka 
akan menciptakan industri berbasis perikanan yang terus tumbuh dan berdampak pada peningkatan 
nilai pendapatan daerah. Hal ini tidak hanya menuntungkan Kota Palopo, namun juga akan 
menguntungkan daerah-daerah pesisir lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. 
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